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RINGKASAN 

Praktik greenwashing di sektor perbankan Indonesia mengancam 

integritas pembiayaan berkelanjutan dan berpotensi memicu risiko finansial 

sistemik berupa kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

konstruksi hukum pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengevaluasi 

efektivitas mekanisme pengawasan tersebut, serta mengidentifikasi celah regulasi 

(loopholes) yang dimanfaatkan oleh institusi perbankan. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) melalui studi 

dokumen yang bertumpu pada data sekunder berupa bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif-

preskriptif dengan pendekatan Teori Kewenangan, Teori Keagenan, Teori 

Legitimasi, dan Teori Efektivitas Hukum. 

Hasil penelitian menyimpulkan tiga hal utama. Pertama, konstruksi 

pengawasan preventif dan represif OJK saat ini mengalami kelumpuhan struktural 

karena masih terjebak pada pengawasan formalistik administratif (compliance-

based supervision) tanpa pengujian materiil ekologis di lapangan, yang mana hal 

ini melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

(AUPB). Kedua, mekanisme pengawasan terbukti tidak efektif akibat adanya 

asimetri informasi yang absolut; perbankan memanfaatkan kepatuhan semu (sham 

compliance) untuk menutupi realitas pendanaan masif pada sektor ekstraktif yang 

merusak lingkungan. Ketiga, kegagalan ini difasilitasi oleh kecacatan POJK Nomor 

51/POJK.03/2017 yang memiliki kekosongan norma (vacuum of norm) akibat 

ketiadaan definisi limitatif dan penggunaan frasa bersyarat "jika ada" pada 

kewajiban verifikasi independen, serta kekaburan norma (vague of norm) terkait 

sanksi yang hanya sebatas teguran tertulis (lex imperfecta). Demi mewujudkan Ius 

Constituendum, OJK direkomendasikan untuk menerbitkan Surat Edaran OJK 

(SEOJK) Anti-Greenwashing, mewajibkan verifikasi pihak ketiga yang independen 

(Mandatory Independent Assurance), serta menerapkan sanksi punitif struktural 

berupa denda progresif, publikasi daftar hitam (Naming and Shaming), dan 

penurunan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) 

Kata Kunci: Greenwashing, Hukum Administrasi, Otoritas Jasa Keuangan, 

Pembiayaan Berkelanjutan, Perbankan. 
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MOTTO 

“Aktivitas tertinggi yang dapat dicapai manusia adalah belajar 

untuk memahami, karena memahami berarti bebas.” 

-Baruch Spinoza- 
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